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ABSTRAK

Perceraian yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga tentunya
memberikan akibat hukum, salah satunya terhadap persoalan hak asuh anak akibat
perceraian. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ibu
merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum anak mumayyiz atau
berumur 12 tahun, apabila telah berumur 12 tahun maka akan berhak memilih
dengan siapa ia tinggal baik ibu maupun ayahnya, yang mana di dalam Kompilasi
Hukum Islam ayah menempatu urutan kedua dalam hak mengasuh anak yang
belum mumayyiz. Adapun tidak selamanya hak asuh anak jatuh kepada ibu, sang
ayahpun berhak mempunyai hak yang sama seperti ibu, ketika syarat-syarat
penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak,
karena dalam hal pengasuhan anak yang pertama yang harus diperhatikan adalah
kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan
rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini merupakan
analisis mengenai penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada Pemohon,
ayah kandungnya yang mana anak belum mumayyiz atau ber umur 12 tahun
sebagaimana putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kepustakaan (library
research) yaitu dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum, sifat penelitian yang
digunakan Deskriptik-Analitik yaitu mengo;ah dan mendeskripsikan data
mengenai hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 471/Pdt.
G/2012/PA Yk.

Hasil penelitian yang telah ditemukan penulis dalam penelitian ini
menunjukan bahwa majelis hakim yang berwenang mengadili dan memeriksa
perkara hak asuh anak akibat perceraian. Majelis mempertimbangkan bahwa
setelah melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai
kesepakatan perdamaian bahwa hak asuh kedua anak berada pada pihak kedua
yaitu dengan ibu kandungnya.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Perkawinan
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ABSTRACT

Divorce that often occurs in households certainly has legal consequences,
one of which is the issue of child custody due to divorce. Based on the
Compilation of Islamic Law, it states that the mother is the one who has the right
to take care of the child before the child is mumayyiz or 12 years old, if he is 12
years old, he will have the right to choose with whom he lives either his mother or
father, which in the Compilation of Islamic Law the father ranks second in the
right to take care of children who are not yet mumayyiz. As for not always child
custody falls to the mother, the father also has the right to have the same rights as
the mother, when the conditions for determining the mother do not meet the
criteria for providing the interests of the child, because in terms of childcare the
first thing that must be considered is the interests of the child and has the ability
and ability to provide security to children who are victims of divorce. This
research is an analysis of the determination of child custody given to the
Petitioner, the biological father where the child is not yet mumayyiz or 12 years
old as decided by the Yogyakarta Religious Court.

The type of research used by the author is library research, namely by
examining several legal materials, the nature of the research used is Descriptive-
Analytic, namely analyzing and describing data regarding child custody due to
divorce in decision Number 471/Pdt. G/2012/PA Yk.

The results of the research that the author has found in this study show that
the panel of judges who are authorized to hear and examine cases of child custody
due to divorce. The panel considered that after going through the mediation
process, the Petitioner and Respondent managed to reach a peace agreement that
the custody of the two children was with the second party, namely the biological
mother.

Keywords: Child Custody, Divorce, Marriage.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang

wanita disebut sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah

tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.1 Dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan

adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah

melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.2

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang

menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah

keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju

terwujudnnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota

keluarga, karena islam dengan segala kesempurnaannya memandang suatu

peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan islam juga memandang

perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan ikatan tali

suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Terjalinnya ikatan lahir batin merupakan suatu fondasi dalam membentuk

keluarga bahagia dan kekal.

1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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Pernikahan adalah rahmat dari Allah, dengan adanya pernikahan

itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, dan kenikmatan hidup.

Namun, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan selalu

mendapatkan hal tersebut. Bahkan bisa di pastikan bahwa setiap rumah

tangga akan menghadapi banyak masalah, keretakan rumah tangga yang

dapat mengganggu keharmonisan. Masalah rumah tangga terkadang dapat

diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan

sehingga semakin hari semakin besar permasalahan dan pada akhirnya

berujung perceraian.

Perkawinan menurut hukum positif indonesia atau hidup berumah

tangga ini merupakan hak dasar atau hak asasi yang juga sekaligus

merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana yang

terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 B ayat

(1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk

mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia diharapkan agar

dapat melahirkan keluarga sebuah unit kecil (rumah tangga) sebagai dari

kehidupan dalam masyarakat. Dalam sebuah hubungan rumah tangga

tentunya tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah kita

rencanakan, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja

dan tidak sengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut.

Entah kesalahan yang dibuat oleh isteri maupun sebaliknya, salah satu



3

akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah

perceraian.

Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan

yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang

dituangkan di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 38, Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dan diatur juga

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.3

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan

semua orang karena akan memberikan cerminan yang baik terhadap

pandangan masyarakat luas.4 Namun kenyataannya perceraian dipilih dan

dianggap sebagai solusi dalam mengatasi ketidak harmonisan rumah

tangga. Perceraian tidak selalu menjadi solusi. Sebaliknya, sering terjadi

justru perceraian menambah perseteruan. Kehidupan masyarakatpun

seringkali membicarakan tentang perseteruan atau bisa disebut dengan

perceraian. Salah satunya adalah perseteruan tentang hak asuh anak. Sosok

ayah sebagai kepala keluarga yang merasa berhak atas hak asuh anak.

Sosok ibu adalah sebagai pengelola keluarga yang sudah mengandung,

melahirkan, merawat,dan mendidik anak. Merasa berhak atas hak asuh

anak tersebut.

Persoalan hak asuh anak menjadi masalah yang seringkali

diperebutkan antara suami dan istri yang bercerai. Karena baik istri

3 Soedharjo, Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.
22.

4 Rafiq Arifianto, Faiq Tobroni, “Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah
Tangga: Studi Putusan Hukum Negara dan Islam, “ Jurnal Kajian Perempuan, Vol.14, No. 2
(Desember 2020).
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maupun suami yang akan bercerai merasa berhak dalam mengasuh dan

bertanggungjawab langsung terhadap anak. Hal tersebut menjadi salah

satu hal yang memicu ketakutan anak akan perceraian kedua orang tuanya.

Ketika perceraian sudah terjadi maka yang menjadi korban utama adalah

anak itu sendiri. Anak akan merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian

dari orang tuanya, sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas, galau,

bingung, dan sedih. Oleh karena itu, perceraian orang tua dapat berdampak

pada perkembangan psikologi anak.5

Jumlah perceraian di Indonesia sudah mencapai angka yang

signifikan. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Data kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak,

puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang menigkat 53,5 persen dari tahun

sebelumnya, hingga mencapai 291,677 kasus. Faktor penyebab tingginya

kasus perceraian di Indonesia adalah tidak ada keharmonisan, faktor

ekonomi, tidak ada tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, penganiayaan,

poligami tidak sehat, dan faktor cemburu. Faktor yang paling dominan

adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.6 Faktor - faktor

penyebab perceraian ini dapat menjadi pertimbangan putusan hakim dalam

memutuskan pemberian hak asuh anak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyatakan

bahwa ibu merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum anak

5 Berlia Sukmawati and Nency Dela Oktora, “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi
Psikologis Anak,” JSGA Vol. 3:2 (2021), hlm. 24–34.

6 Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab
Khulu’ Dan Akibatnya,” Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam 1, no. 1 (2021), hlm. 29–
40.
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mumayyiz atau berumur 12 tahun dan apabila telah berumur 12 tahun

maka anak berhak memilih dengan siapa ia tinggal baik ibu maupun

ayahnya dan biaya pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab ayah.7

Namun, ayah memiliki hak mengasuh anak setelah ibu sesuai dengan

aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, dimana ayah

menempati urutan kedua dalam hak mengasuh anak yang belum

mumayyiz.8

Pelaksanaan hak asuh anak yang dilakukan oleh orang tua yang

bercerai dapat diputuskan melalui kedua belah pihak dan pertimbangan

hakim, anak yang masih kecil serta lebih dekat dengan ibunya tentunya

akan lebih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya.

Sedangkan pihak ayah atau suami berkewajiban untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan dan menafkahi kehidupan anak-anaknya tanpa

mengurangi kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, keputusan ini

dapat berubah tergantung dari putusan hakim.9 Hal ini ini sesuai dengan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 yang menyatakan

bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali apabila terdapat bukti

bahwa ibu tidak mampu dalam memelihara anaknya.10

7 Mansari Mansari et al., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam
Putusan Hakim Mahkamah Sya’Iyah Banda Aceh", Gender Equality: International Journal of
Child and Gender Studies Vol. 4: 2 (2018), hlm. 103.

8 Ibid.
9 Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak

Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung”, Jurnal Hukum Uniski Vol. 6:1
(2017), hlm. 15.

10 Mahkamah Agung, “Putusan MAHKAMAH AGUNG 102K/Sip/1972”, Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1973,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23428.html.
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Pertimbangan hakim yang dapat memutuskan hak asuh jatuh ke

tangan ayahnya apabila ibu terbukti berkelakuan buruk, menelantarkan

anak serta melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu. Hal tersebut

dapat mengakibatkan pemberian hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.11

Sejalan dengan hasil penelitian Mahfuddin & Fitrotunnisa, bahwa hak

asuh anak tidak selamanya jatuh ke tangan ibu, karena bapaknya memiliki

hak yang sama dalam mengasuh anak. Putusan ini sesuai dengan UU

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan

bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atas

permintaan orang tua lain dengan keputusan pengadilan apabila ia

melalaikan kewajibannya pada anak serta berkelakuan buruk pada anak.

Oleh karena itu, bapak dianggap layak untuk mengasuh dan mendidik

anaknya dengan baik.12

Putusan hak asuh anak merupakan hal yang tidak mudah,

mengingat anak merupakan buah hati dari perkawinan dan anak yang

tentunya akan selalu membutuhkan peran dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, penulis

terdorong untuk melakukan penelitian dan menyusun penulisan skripsi

dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian : Studi Putusan Nomor

471/Pdt.G/2012 Yk”.

11 Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap
Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” Jurnal Privat Law Vol. 8:
2 (2020), hlm. 295.

12 Agus Mahfudin and Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4:2, (2019), hlm. 124–142.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor

471/pdt.G/2012/PA Yk ?

2. Bagaimana pemberian hak asuh anak akibat perceraian pada putusan

Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk di tinjau dari hukum positif ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak

asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor

471/pdt.G/2012/PA/Yk.

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap hak asuh

anak akibat perceraian pada putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA

Yk.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

terhadap perkembangan pengetahuan di bidang konsentrasi hukum

perdata khususnya mengenai hak asuh anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi

peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama serta dapat

dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi rekan mahasiswa,
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masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan

penegakan hukum perdata terhadap hak asuh anak.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan pengamatan, banyak karya tulis yang

membicarakan hak asuh anak yang memuat jurnal maupun skripsi. Untuk

mengetahui perbedaan penelitian lain dengan penelitian yang penulis

lakukan, penulis menemukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan

penelitian ini diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dicen Setiawan yang berjudul “Hak

Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum

Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten

Bengkulu Selatan)”.13 Kajian skripsi ini lebih mengkhususkan pada

perspektif hukum islam dan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Mikhael Dipa Putra yang berjudul “Hak

Asuh Anak Akibat dari Orang Tua Bercerai dalam Perspektif Hukum

Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”.14 Kajian skripsi

ini lebih mengarah perbedaan dan persamaan di dalam Kompilasi Hukum

Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

13 Dicen Setiawan, “ Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam,” Skripsi, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu
(2022).

14 Mikhael Dipa Putra, “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai dalam
Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya (2021).
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Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Azam Nur yang berjudul “Hak

Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan

Nomor 0503/pdt.G/2014/PA.YK).15 Dalam skripsi tersebut menjelaskan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada

siapa yang berhak mendapatkankan hadhanah.

Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap

Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak”.16

Dalam jurnal ini membahas untuk mengetahui tujuan dasar pertimbangan

hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian Hak Asuh Anak

kepada bapak.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah

Terjadinya Perceraian”.17 Dalam jurnal ini lebih mengkhususkan kepada

bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena

anak di bawah sepuluh tahun perwaliannya diserahkan kepada ibu

sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada

pilihan anak sendiri, namun kenyataannya anak tersebut diasuh oleh

ayahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas mengenai hak asuh anak. Sedangkan perbedaan penelitian

ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang digunakan,

15 Abdulloh Azam, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi
Putusan Nomor 0503/pdt.G/2014/PA.YK),” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (2017).

16 Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap
Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” Jurnal Privat Law, Vol.
VIII:2, (Juli-Desember 2020).

17 Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” Jurnal
Cendikia Hukum, Vol. 5:2, (Maret 2020).
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pandangan hukum yang berbeda, masalah yang berbeda, dan pembahasan

yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum (Middle Range Theory)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap

aturanaturan tersebut.

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu

mereka menyelesaikan sengketa hukum

e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.18

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara

yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

18 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, (Pt. Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 55
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yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.19

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, tidak

mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk,

yang di perhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian

hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai

sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah

perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya

perbuatan yang nyata.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

perundang-undangan dibuat dan di undangkan secara pasti, karena

mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang memiliki arti tidak

menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis yang artinya

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak

menimbulkan konflik norma. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua

macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh

karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum

yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum adalah hukum yang

berguna.

Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas

hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus

19 Asikin zainal,, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), hlm. 72.
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tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai,

apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Sesuai

dengan ketentuan di atas maka teori kepastian hukum sangat berguna

dalam penyelesaian kasus perceraian karena dengan adanya kepastian

hukum, dapat terlihat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang

tua anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.20

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangannya.21

Perlindungan hukum menurut philipus M. Hadjon dua macam

perlindungan hukum bagi masyarakat diantarannya:

a) Perlindungan Hukum Preventif adalah dimana setiap orang

diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1987), hlm 12.
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yang artinya perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa.

b) Perlindungan Hukum Represif adalah dimana lebih ditujukan

dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa

yang timbul. Dengan adanya teori perlindungan hukum, maka

anak-anak atau walinya bisa menuntut hak kepada orang tua

yang tidak memenuhi kewajibannya, apabila hak-hak anak

tidak terpenuhi sebagai mana mestinya.22

3. Teori Kepentingan Terbaik Anak

Menurut John Eekelaar, makna dari kepentingan terbaik merupakan

kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendasar. Kepentingan terbaik

secara konkret dinyatakan seperti kepentingan terhadap pemenuhan

kebutuhan pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, dan

emosional anak tanpa adanya gangguan apapun sampai anak tersebut

dewasa, termasuk kepentingan anak untuk menentukan garis hidupnya

sendiri.23 Dalam konsep kenegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi

memiliki penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan mengandung makna bahwa hukum harus menjamin

adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap status maupun

22 Ibid
23 Yudha Pradana, “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Proses

Persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat,” Jurnal Ilmiah
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No.2 (Maret 2022), hlm.48.
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hak-hak yang ada pada anak meskipun anak yang lahir dari keabsahan

perkawinan yang dipersengketaan.24

Selain penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi,

kepentingan Terbaik anak seharusnya menjadi prioritas pertimbangan

dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut seorang anak.

Seperti prinsip yang terkandung dalam penjelasan pasal 2 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

menyebutkan bahwa terhadap segala keterkaitan anak dalam suatu

peristiwa baik yang dilakukan oleh Pengadilan maupun lembaga

lainnya, maka mengenai kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi

pertimbangan yang utama.

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip

perlindungan anak dalam upaya melindungi haknya seperti prinsip non

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the

cild), hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak,

penghargaan atas pendapat anak. Prinsip the best interest of the cild

merupakan prinsip yang diutamakan, karena prinsip tersebut adalah

dasar perlindungan hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak

Anak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.35.



15

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library

research) dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum berupa jurnal,

artkel, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptik-Analitik yaitu mengolah dan

mendeskripsikan data mengenai hak asuh anak akibat perceraian pada

Putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (library

research) yang diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari putusan yang sudah mempunyai

hukum tetap dan sesuai dengan fokus penelitian. Putusan

pengadilan yang menjadi data primer berasal dari Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Nomor

471/Pdt.G/PA Yk.

b. Data Sekunder

Sebagai pendukung data primer, yang dibagi menjadi dua bahan

hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bersifat otoritas atau mengikat.

Bahan hukum ini berupa:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum

yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal, artikel

hak asuh anak akibat perceraian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum,

Ensiklopedia, atau sumber lainnya yang releven dengan

persoalan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan

yuridis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan peraturan-

peraturan yang ada di Indonesia saat ini, pendapat ahli hukum, buku-

buku, artikel yang terkait, kebijaksanaan internasionak serta kebijakan

yang ada di Indonesia. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan

yang menggunakan sumber dari putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis,
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dan mengkaji putusan pengadilan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk,

perundang-undangan, bahan hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan

dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data tentang hak asuh anak diperoleh dan dianalisis dengan metode

deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data menganalisa data yang

masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang

lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam susunan penulisannya penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara

lain,

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

sebagai gambaran awal pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah

pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti, metode

penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca

kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum hak asuh anak

akibat perceraian, dalam bab ini disampaikan penjelasan tentang

pengertian perceraian serta pengertian anak dan hak asuh anak sampai hak

asuh pasca perceraian.

Bab Ketiga, dalam penelitian ini berisikan tentang gambaran

umum putusan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk mengenai hak asuh anak
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akibat perceraian. Mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum

dalam putusan.

Bab Keempat, hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis

putusan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk mengenai hak asuh anak akibat

perceraian dan pandangan hukum positif terhadap putusan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun

analisis.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka

penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 471/Pdt.G/2012/PA

Yk. Telah memberikan hak asuh anak kepada ibu (Termohon)

walaupun diminta oleh bapak sebagai (Pemohon) dan walaupun

secara psikologis bapaknya lebih sayang kepada anaknya. Tetapi

majelis hakim lebih melihat kepada anak yang belum mumayyiz

yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang mana ibu

merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum mumayyiz

atau berumur 12 tahun.

2. Hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

471/Pdt.G/2012/PA Yk. Walaupun secara psikologis bapak lebih

sayang kepada anaknya tetapi telah terjadi adanya kesepakatan

perdamaian. Adapun damai dalam Peraturan Perundang-Undangan

merupakan sebuah hukum sehingga ketika hakim menggunakan

perdamaian tersebut untuk sebagai pertimbangan hak asuh kepada

ibunya sama saja hakim melaksanakan hukum. Selain itu, keadilan

yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum dalam perkara ini

juga telah terkandung melalui adanya perlindungan, pemberian dan

pemenuhan hak kepada pihak ayah, ibu dan anak.
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B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini dapat digunakan

secara konkret oleh pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat

menjadi acuan penelitian lain dalam meneliti permasalahan mengenai hak

asuh anak akibat perceraian. Saran dari penulis sebagai berikut:

Setiap manusia tentunya menginginkan perkawinan yang baik,

untuk itu dalam mewujudkan perkawinan tersebut harus dipersiapkan

dengan matang dari segala sisi seperti sudah dewasa, dewasa bukan dari

secara umur saja melainkan dewasa secara mental juga perlu. Sehingga

dapat mengurangi kasus perceraian. Karena apabila perceraian terjadi

yang menjadi dampak bukan hanya orang tua saja melainkan anak dapat

pengaruh buruk atas perceraian tersebut apalagi anak belum mumayyiz

atau ber usia 12 tahun.
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